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Mantan Kasi Wilayah | Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah pada Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Poltak Pakpahan mengungkapkan bahwa dana Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim) sempat
ditunda untuk dicairkan. Dana peminjaman PEN daerah itu sempat ditahan untuk dicairkan karena
operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Kolaka Timur, Andi Merya Nur oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun Poltak Pakpahan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dan
mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar. Ardian dan
Laode merupakan terdakwa kasus dugaan suap persetujuan dana PEN untuk Pemkab Koltim tahun
2021. Menurut Poltak, ada dua surat pertimbangan sebagai bagian dari proses untuk menyetujui
pengajuan usulan dana PEN untuk Kolaka Timur. Surat pertama diserahkan ke Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) dan surat kedua diberikan ke Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Sumber Berita:

1. https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/16470661/saksi-ungkap-dana-pen-kolaka-
timur-sempat-ditunda-karena-bupati-ditangkap?page=all

2. https://www.antaranews.com/berita/3038525/saksi-akui-pengurusan-pen-kolaka-timur-
berhenti-pasca-ott-bupati



Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Pasal 11 ayat (1); Dalam rangka
mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan
guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program
pemulihan ekonomi nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional
a. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi

Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan
pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman
untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah
sebagai bagian dari Program PEN.

b. Pasal 15B ayat (1), menyatakan bahwa investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan: a.
Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero); b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman
kegiatan; dan c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri

c. Pasal 15B ayat (2), menyatakan bahwa untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan
kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling
sedikit:

1) merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19);

2) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;

3) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi
75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan



4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman
PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
. Pasal 15B ayat (3), menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri memberikan pertimbangan paling lama
3 (tiga) hari kepada Menteri.
Pasal 15B ayat (4), menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan
Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal diajukannya permohonan.
Pasal 15B ayat (5), menyatakan bahwa selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dapat
memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN
yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.
. Pasal 15B ayat (6), menyatakan bahwa terhadap pemberian pinjaman oleh PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan subsidi bunga yang ditetapkan oleh
Menteri.
. Pasal 15B ayat (7), menyatakan bahwa pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 21A, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program PEN,
pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN melaksanakan
penyaluran dana dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Program PEN.



